BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1.

Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah ‘“persetujuan
tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing
bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”?

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang
dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313
KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”?

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwadefinisi
perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu
luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan
dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji
kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan
perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-

ketentuan tersendiri sehingga Buku Il KUH Perdata secara langsung tidak

20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka.

2005. h. 458

21 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363
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berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di
dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.?

Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara
dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.?®

Menurut Sudikno, perjanjian- merupakan satu hubungan hukum yang
didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan
hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum
yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga
suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai
dengan yang telah disepakati.?

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang
menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari
persesuaian  kehendak dua - atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk
timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain

atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.?

22 Mariam Darus, KUH Perdata Buku 111 Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung. 2005,
h. 89. (Selanjutnya dise-but Mariam I).

23], Satrio, 1995, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 5.

24 Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
25 purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata 11, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang,
Semarang: FH Undip, h. 1-3.

17



Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak.
Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut.
Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum
dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang Lahir
dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang- undang
memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan
pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak
diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait
dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini
penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab Il Buku
Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan Kkata
“perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal.” % Menurut Salim HS, Perjanjian adalah
"hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam
bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi
dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”?’

26 R, Subekti, Op.cit, h 1.
27 Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. h. 27.
(Selanjutnya disebut Salim HS I)
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Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang
tercantum dalam kontrak, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum marupakan hubungan yang
menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan
kewajiban.

2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
Subyek daladalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur
dalam KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata
mengualifikasikan suyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan
badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut hukum
perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi
juga badan hukum atau rechperson, misalnya Yayasan, koperasi dan
perseroan terbatas.

3. Adanya prestasi. Prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas
untuk _memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat
sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai
antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertentu
dan kemudian ditandatangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut

sebagao “kontrak bisnis” atau “kontrak dagang”.
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Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut
Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari
pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu”.?®

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup
dengan\ nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian”
dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari
undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-
undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-
undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari
undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu
perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari

suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

2. Syarat sah nya suatu perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

yang mengemukakan empat syarat,yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

28 M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. 2009
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3. Adanya suatu hal tertentu

4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat
tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan
syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut

dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya suatu
perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah
“persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih
denganpihak - lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena
kehendak itutidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”?® Pernyataan dapat
dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-
diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Kita. Misalnya, seorang
penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos
angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang
tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat
tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun
tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada
paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya

perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi

29 Salim HS. Op.cit. h. 33.
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karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian
terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam
perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut
dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak
sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang
dikatakan telah _membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika
membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang
ternyata tidak benar.°

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUH
Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. bertindak adalah
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum

ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan
belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka
genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan

belum dewasa.

30 H.R. Daeng Naja. Op.Cit, h.86
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2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah
pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan
hartakekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan
pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum
dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harusiwakili orang tua atau
walinya maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus
diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata,
disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan
dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia
kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah

dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.

3. Orang perempuan dalam ‘hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang
Telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam
perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan
pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.SEMA No.3 Tahun

1963.

4. Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari
perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang
cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-
barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok- pokok

perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan
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itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat
ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak

tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

5. Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan
pengertian mengenai sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab
bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan
perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat
perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak
diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum.!

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah
satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para
pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah.
Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal
demi hukum.l Pasal 1330 KUH Perdata Keempat syarat tersebut haruslah
dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut
telah terpenuhi, maka menunit Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut

mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila

syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menunit Pasal

31 pasal 1330 KUH Perdata
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1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama

dengan kekuatan suatu Undang-undang.

3. Asas Asas dalam perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang
ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk
sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-
ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan
demikian, asas-asas hukum selalu merupakanfenomena yang penting dan
mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas-asas hukum
berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi,
keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma
hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan system
hukum dan menciptakan kepastian. hukum yang diberlakukan dalam
masyarakat.*?

Menurut pandangan Smits asas-asas hukum  memenuhi tiga fungsi.
Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan- aturan
hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari
pemecahan atas- masalah-masalahbaru yang muncul dan membuka bidang-
bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-

prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari

32 Putra Jaya, Politik Hukum, Undip Press, Semarang, 2007, h. 23
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kedua fungsi tersebut di atas diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam
hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan
ajaran hukumyang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap
persoalan-persoalan baru yang berkembang”. %

Menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan konkrit. Asas hukum
merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang
dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem
hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim
yang merupakanhukum positip dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-
sifat umumdalam peraturan konkrit tersebut.

Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-
asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, tetapi merupakan latar
belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-
sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas hukum berfungsi memberikan
keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari pemecahan
atas masalah-masalah baru yang muncul. Dalam hukum perjanjian ada beberapa

asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian.

33 Budiono Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditiya Bakti,
Bandung, 2008, h. 82

34 Sudikno, Op. Cit, h, 185
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Dalam perjanjian ada lima asas penting yang digunakan dalam membuat
suatu perjanjian. Lima asas tersebut, yaitu :

a. Aasas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan
seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi
apa saja dan dalam bentuk apa saja sepanjang tidak melanggar undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Aasas konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 KUHPerdata,
karena salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua
belah pihak.

c. Asas pacta sunt servanda
Asas pacta sunt servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap
perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan
perjanjian.

d. Asas itikad baik
Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan
substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau

kemauan baik dari para pihak

3 Soebekti dalam F.X. Suhardana, Op.Cit, him.19.

27



e. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang

akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan 3¢

Dari perumusun perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian,
antara lain.

a) Adanya pihak-pihak (subjek)

b) Adanya persetujuan antara pihak-pihak

C) yang bersifat tetap

d) Adanya tujuan yang hendak dicapai,

e) Yyaitu untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak

f) Adanya prestasi yang dilaksanakan

g) Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis

h) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi

4. Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang  ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur

dengan debitur.3” Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik

36 http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asasperjanjian.html, Damang, Asas-Asas Perjanjian
37 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) h.180.
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karena disengaja maupun tidak disengaja. 3 Seorang debitur dikatakan lalai,
apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi
tidak seperti yang telah diperjanjikan.®

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”,*°

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang
dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi
ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya
tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi
itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

3. Terlambat memenubhi prestasi.

38 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74
39 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146
40 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12
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4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.*!

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum
tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah
pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu
dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-
benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.

2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku,
artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan
kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh
bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.

3.  Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian
yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh
melanggar hak-hak masyarakat.

4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak

yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan

41 Ahmadi Miru, Op, Cit, h.74
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yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam

masyarakat.*?

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan
oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus
mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan.Oleh karena persetujuan yang dibuat

tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari
perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut

dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi
perjanjian.

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.*®

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang
melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan
perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di

pengadilan.** Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap

42 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16
43 Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.61
4 1bid.
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perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”,
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh
pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat
oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang- undangan
yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah
hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan
harta kekayaan, yang melahirkan "kewajiban pada salah satu pihak dalam
hubungan hukum tersebut.*

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa
seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum,
akan- dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak
orang peraorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan
dalam Pasal 1131 KUH Perdata.®

Hukum perjanjian ‘adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan “akibat hukum. %’ Dalam Pasal 1313 KUH Perdata
disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu-orang lain atau lebih.*®

4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,

46 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, (Jakarta:PT.
RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

47 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4

48 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985),
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Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang
dinyatakan cukup untuk itu.Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan

dengan iktikad baik.*°

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa
bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa
mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan
seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia
menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan,
dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau
kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang

ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. *

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

49 1bid, h.307
50 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595
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ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang

dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :%

1. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan
kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang
diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan
kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan
bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan
bagi pekerja terhadap pengusaha.

2. Menurut Satjito Rahardjo = perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak
Asasi Manusia kekuasaan - kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut.

3. Menurut Setiono perlindungan . hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya
sebagai manusia.

4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang

51 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, him 10
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menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban

dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenanganNatau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan
perlindungan  terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.>?

Pada dasarnya perlindungan hukum- tidak membedakan terhadap kaum
pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila
haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya
karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan
makhluk social dalam wadah negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat

kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang

dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan

52 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina IImu. Hal, 25.
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yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan
manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua

asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat. >3

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang

mengatur laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat
dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti
parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah,
hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti

ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli
hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan,

yaitu bahwa hukum itu- memuat peraturan tingkah laku manusia.>*

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata
lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan
membentengi. Sedangkan Perlindungan - berarti konservasi, pemeliharaan,
penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi
sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

53 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.
%4 Ibid. Syamsul Arifin
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pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.
Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya
upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga
pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan
pemenuhan Kkesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada
sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia.®®

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum
pria_maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila
haruslah - memberikan perlindungan hukum terhadap warga ~masyarakatnya
karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat

kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bentuk Perlindungan Hukum
Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

%5 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/
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Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yangNdefinitif. Tujuannya adalah
mencegahNterjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki
pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.>®
b. Pelindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian
sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan
Umum. juga Pengadilan Administrasi -~ di Indonesia termasuk Kkategori
perlindungan hukum-ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.®’

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada
perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa.
Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini

karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan

%6 Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 4
57 Ibid. Hal, 4.
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merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan
hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum.
Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara

hukum.>®

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan
adalah- mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi ‘manusia mendapat tempat utama dan

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.>®

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum
Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di
Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada
konsep-konsep “Rechtstaat” dan. “Rule of The Law”. Dengan menggunakan
konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip
perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.®

%8 | bid
%9 I bid
80 Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 38
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Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah
bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya
konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah.®!

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap
tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat

dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.®?

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum
bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai

berikut :%3

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip
perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang
bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

kepadaNpembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat

81 Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtens. Universitas
Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

62 1bid.

8 Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19
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dan pemerintah.Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip

perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan

uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah
prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan
sebagal tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan
hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap
harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan
sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang
tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum
preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa
dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan
upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan
hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

masyarakat dan pemerintah.
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4.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang
tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan
melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau
melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam
Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan
sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus,
memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan

kewajiban.®

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti
dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum
disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu

jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi

64 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka)

him.899.
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karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat

yang membahayakan.”
Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab
terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak

diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala
sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau
pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi

sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut
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kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of

being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk
pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau
tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability
didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga
merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi
bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian,
ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk
melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu
kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.
Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab ata Undang-Undang yang
dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan

apapun yang telah ditimbulkannya.
Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Liabibelity based on fault, beban pembuktian yang memberatkan
penderita. la memperloeh ganti kerugian apabila ia berhasil
membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan

merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti
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bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi gantu
kerugian.

2. Strict liability (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak
perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti

kerugian.
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